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BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang didaptkan berdasarkan hasil Praktek Kerja

Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 7

Juni 2021 – 18 Juni 2021 serta praktek secara langsung di Apotek Nifarma

Sedati pada tanggal 22 Juni - 10 Juli 2021, adalah sebagai berikut:

1. Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek yang dilaksanakan

secara daring dan praktek yang dilaksanakan di Apotek Nifarma

dapat memberikan wawasan mengenai peran, fungsi, dan tanggung

jawab Apoteker dalam pelayanan di apotek.

2. Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Nifarma, sebagai

mahasiswa calon apoteker mendapatkan kesempatan untuk

mengetahui langsung permasalahan dan kondisi nyata yng terjadi

dilapangan.

3. Calon Apoteker sebagai pekerjaan kefarmasian harus mampu

menjaga kode etik profesi yang tertuang dengan peraturan

perundang – undangan.

4. Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Nifarma dapat menjadi

tempat belajar bagi calon Apoteker untuk berlatih dalam

berkomunikasi langsung dengan pasien untuk mendukung dalam

pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di dunia kerja nantinya.
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5.2 Saran

Saran yang diberikan setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi

Apoteker secara daring dan praktek langsung di Apotek Nifarma adalah:

1. Dalam penataan di rak penyimpanan obat di Apotek Nifarma yang

sudah di atur menurut bentuk sediaan obat, kelas terapi obat,

berdasarkan abjad, generik dan pabrik obat yang mempermudah

dalam pencarian dan pengambilan obat, tetapi sebaiknya perlu

diberikan penandaan LASA dan High Alert.

2. Untuk memudahkan pengendalian stok obat sebaiknya dilakukan

pemeriksaan stok obat secara berkala dengan ditinjau dari kartu

stok.

3. Mahasiswa apoteker harus sudah menguasai kondisi lingkungan di

apotek dan kompetensi apoteker dibidang pelayanan untuk

memudahkan melakukan komunikasi dengan pasien, sehingga

dapat memberikan informasi yang jelas terkait pengobatan pasien.
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